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TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Tindak Pidana.

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua
umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, sepremitif apa pun dia, pada
hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh
apabila ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau
membebaskan orang yang bersalah, atau pun memenangkan seseorang yang tidak
berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan sekeliru itu,
dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian dari sistem
pembuktian yang irasional sederhana kearah sistem yang lebih rasional dan
rumit.®

Namun demikian, akibat kenaifandan keterbatasan manusia dan kadang-
kadang keculasanya juga, karena sistem pembuktian yang tidak benar, maka
dalam sejarah banyak putusan hakim yang mengirimkan orang yang tidak
bersalah kedalam penjara atau ke tiang gantung, atau membebaskan orang yang
bersalah, atau memberikan hak kepada orang yang sebenarnya tidak berhak.

Akan tetapi di sepanjang sejarah umat manusia, para penegak hukum dan
para pencari keadilan sangat sadar akan adanya manipulasi alat bukti di
pengadilan misalnya, jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar atau

berbohong. Oleh karena itu, sudah sejak dahulu pula sumpah bagi saksi
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memainkan peran penting, agar saksi tersebut tidak berbohong. Jika dia
berbohong di samping ia mendapatkan kutukan tuhan atau dewa, juga dihukum
oleh hukum negara atau hukum para pemerintah Raja-raja Fir’aun (Pharaohs)
lebih kurang 5000 sampai 6000 tahun yang silam, sudah dikenal cara-cara
pembuktian saksi dengan dikuatkan oleh sumpah.

Begitu sentralnya peran hukum pembuktian dalam mencari keadilan dunia
ini sehingga dalam cerita-cerita kuno, baik yang merupakan cerita sejarah, serita
agama, maupun cerita mitos terdapat cara-cara pembuktian unik hanya untuk
membuktikan bahwa manusia tidak perlu pesimis dan masih memiliki cara untuk
mendapatkan suatu kebenaran misalnya, kisah terkenal berikut ini yakni Kisah
Raja Sulaiman.

Kisah Raja Sulaiman ( King Salomon) ini diperkirakan terjadi sekitar
tahun 960 sebelum Masehi. Kisah Raja Sulaiman ini sangat terkenal diseluruh
dunia dan hampir dicerna oleh seluruh suku Bangsa diseluruh Dunia. Konon
kisahnya diceritakan dalam kitab orang yahudi.

Pada suatu ketika telah datang dihadapan Raja Sulaiman dua orang ibu
dengan membawa seorang anak kecil dan saling mengklaim bahwa anak tersebut
adalah anak mereka. Dua orang ibu tersebut memang baru saja melahirkan tetapi
yang seorang anaknya telah meninggal dunia. Tentu saja diantara mereka hanya
memiliki satu pengakuan yang benar dan yang lain diantaranya adalah tidak benar

sementara saksi-saksi tidak ada.*°
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Kemudian Raja Sulaiman yang adil dan bijak ini meminta pegawainya
untuk mengambil sebilah pedang yang sangat tajam, dengan berkata “anak ini
akan saya belah dua” masing-masing ambil sebelahnya, dan itulah hukum yang
adil, selanjutnya Nyonya A berkata, saya setuju belahlah anak itu, biar dia mati
sehingga dari kami tidak dapat apa-apa, itu memang lebih adil bagi kami.

Setelah itu Raja memerintahkan agar anak itu diberikan kepada Nyonya B
karena dialah yang merupakan ibu yang sebenarnya dari anak itu. Sementara
Nyonya A diperintahkan untuk dihukum.

Sebelum dunia ilmu hukum mengenal sistem dan metode pembuktian
modren, dalam sejarah hukum dikenal sistem pembuktian sebagai berikut :

1. Sistem Pembuktian Bebas

Dalam hal ini tidak diadakan pembatasan, baik terhadap metode
pembuktian maupun jenis alat buktinya, tetapi dibebaskan kepada para pihak
untuk membuktikan dan diserahkan kepada hakim untuk menilainya. Konon cara
pembuktian ini dikenal diberbagai suku Bangsa di Eropa, Afrika, India.**

2. Sistem Pembuktian dengan Memakai Tangan Tuhan.

Mengenai hal ini antara lain, muncul bentuk pembuktian dengan cara
penyiksaan (ordeal), di mana tuhan/roh nenek moyang dianggap akan membantu
pihak yang tidak bersalah dan kesakitan/bahaya fisik atas siksaan yang diberikan
kepada seorang tersangka. Model-model siksaan ini ada berbagai macam,
termasuk model siksaan dengan menggunakan api yang menyala, besi panas, air

panas, atau air dingin. Model pembuktian dengan memakai tangan tuhan juga

“1bid, HIm.10



muncul dalam wujud penggunaan alat bukti sumpah dengan nama Tuhan, yang
sampai sekarang masih banyak berlaku dibanyak sistem hukum. Bahkan sumpah
dapat pula bercampur aduk dengan hal mistik, misalnya mucul dalam bentuk
sumpah pocong di Indonesia.

Dari perkembangan hukum pembuktian sebagaimana terjadi dalam sejarah
hukum, ada satu trend yang pasti yang bersifat evolutif bahwa tatkala disadari
bahwa sistem pembuktian tertentu atau suatu model alat bukti tertentu tidak lagi
menjadi efektif dan efisien untuk mencari suatu kebenaran, misalnya karena
terlalu banyak dimanipulasi, maka sistem hukum yang cerdas akan mencari sistem
pembuktian yang lain, setidak-tidaknya tidak menggunakan sistem pembuktian
atau alat bukti yang sudah ada itu. Perkembangan terakhir ialah dengan
digunakanya sistem pembuktian modern, seperti pembuktian menggunakan
elektronik, ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya pembuktian dengan
menggunakan tes DNA yang sudah sangat terkenal itu.

Untuk sistem pembuktian dalam sistem hukum Indonesia, maka sistem
pembuktian dengan menggunakan sumpah sebagai alat bukti, patut
dipertimbangkan kembali eksistensinya. Meskipun dipercaya akan ada siksaan
dari Tuhan jika ada yang berani mengangkat sumpah palsu, tetapi keampuhan
sumpah itu dipersoalkan. Hal ini karena mengingat pengaruh paham sekularisme,
kenekatan dan kenaifan dari umat manusia itu, banyak orang yang tidak segan-

segan melakukan sumpah meskipun keterangan itu tidak benar. Sangat melukai



rasa keadilan dan merusak sistem pencari keadilan jika orang yang nekat seperti
ini harus dimenangkan perkara hanya karena ia berani melakukan sumpah.*?
Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata ‘“sistem” dan
“pembuktian” merupakan hasil adopsi dari kata asing “system” (bahasa inggris)
atau “‘systemata” (bahasa yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu
antara bagian-bagian kelengkapanya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau
“seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan Negara yang diberi
wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP
menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari Negara
untuk menjalankan hal tersebut. sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum
pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan penting dan
secara tegas, KUHAP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik.*?
Sejarah pembentukan Undang-Undang tidak mendefenisikan tentang apa
yang dimaksudkanya dengan tindak pidana (strafbaarfeit). Dengan demikian
banyak dikalangan ahli hukum pidana banyak memberi defenisi yang berbeda satu
dengan yang lainya. Oleh karenanya penyebutan dalam bahasa Indonesia beragam
dan bermacam penyebutanya. Penyebutan itu tentu mempunyai implikasi dan
makna tersendiri dalam dunia teoritik, akan tetapi di dalam dunia praktek ini tidak
dipermasalahkan.** Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pakar-pakar

antara lain menurut VOS, delik adalah feityang dinyatakan dapat dihukum oleh
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Undang-Undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan
atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun
tidak sengaja oleh seseorang dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya
dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan
yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar
larangan tersebut.*® Pendapat lainya tentang tindak pidana antara lain, Menurut
Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis “tindak pidana
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.46
Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian
tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut:
a. Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara Opzet dan Culpa dalam
suatu pelanggaran.
b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para
komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan

mereka.
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e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan

yang merupakan syarat bagi penuntutan.*’

B. Posisi Kasus Perkara Nomor:1147/P1D.B/2009/PN.JKT.UT

Tindak pidana Psikotropika ini terjadi di Wilayah hukum pengadilan
Negeri Jakarta Utara. Berdasarkan terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan
sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka tahap selanjutnya adalah
melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tindak pidana
tersebut. telah ditegaskan dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, yang berbunyi sebagai
berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 1 KUHAP menegaskan, yang berbunyi
sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan”.

Pada perkara Nomor:1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut, pihak penyidik yang
melakukan penyidikan adalah polisi Negara Republik Indonesia. Setelah
melakukan penyidikan, menurut pasal 8 ayat (1) jo pasal 75 KUHAP maka

penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, diantaranya:
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1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan ditempat kejadian;
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP menegaskan
mengenai penyerahan berkas perkara, yang berbunyi sebagai berikut:
“(1) penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
(2)penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat
dilakukan:
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
b.dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
kepada penuntut umum”.
Berdasarkan hal tersebut, maka penuntut umum menerima dan memeriksa
berkas perkara penyidikan dari penyidik. Hal demikian telah ditegaskan dalam

pasal 14 butir a KUHAP. Berkas perkara yang diterima dan diperiksa oleh

penuntut umum tersebut sebagai berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada



Hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan.”® Oleh karena itu
penuntut umum mempunyai peran penting dalam proses membuktikan kesalahan
Terdakwa.

Penuntut umum telah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari
penyidik, segera mempelajari dan meneliti apakah berkas perkara yang di ajukan
sudah lengkap, apabila sudah dianggap lengkap kemudian penuntut umum
melimpahkan ke pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menghadapkan

Terdakwa 1|, Nama Lengkap : Jenanto, Tempat Lahir : Cirebon,
Umur/Tanggal Lahir : 13 oktober 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan:
Indonesia, Tempat Tinggal : JI. Mawar | No0.03 Rt.005/001 kel.TuguUtara
Kec.Koja, Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan : PHI. Unit Reskrim Polsek
Pademangan Jakarta Utara.

Terdakwa Il, Nama Lengkap : Irfan, = Tempat  Lahir  :Cirebon
Umur/Tanggal Lahir : 15 oktober 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan :
Indonesia, Tempat Tinggal : Asramah Bekangdam Jaya Rt.002/012kel. Cililitan,
kec. Keramat jati, JakartaTimur, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri.

Terdakwa 111, Nama Lengkap : Esther Tanak,SH, Tempat Lahir : Poso,
Umur/Tanggal Lahir : 4 Desember 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan

Indonesia, Tempat Tinggal : JalanCipayung Setu No0.48 Rt.001/04Kel.
Cilangkap Kec. Cilangkap, JakartaTimur, Agama : Kristen, Pekerjaan : Jaksa.
Terdakwa IV, Nama Lengkap : Dara Veranita,SH.MH,Tempat Lahir :

Aceh,Umur/Tanggal Lahir : 6 November 1972, Jenis Kelamin : Perempuan

* M. Yahya Harahap,Op., Cit HIm.367.



Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Merah Delima IV No.10
Rt.004/04 Kel. Semur batu Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Agama : Islam,
Pekerjaan : Jaksa.

Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa penuntut umum
Djumadi.SH dengan dakwaan penuntut umum bersifat alternatif.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, menurut pasal 15 KUHAP
menegaskan wewenang dari penunutut umum, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam
daerah hukumnya menurut ketntuan Undang-undnang”.

Selanjutnya penutut umum menuntut terdakwa sesuai dengan berkas
perkara yang diperiksa dan surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan
syarat materil, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b
KUHAP, dan kemudian dipertegas kembali menurut Mien Rukmini mengenai
syarat formil dan syarat materil dalam surat dakwaan berikut:

Syarat formil dalam surat dakwaan, yaitu :

a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut
umum pembuat surat dakwaan.

b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa
yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir,
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Syarat Materil dalam surat dakwaan, yaitu:
a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana

yang didakwakan
b. Uiraian secara cermat, jelas dan lengkap megenai waktu dan
tempat tindak pidana dilakukan.

Dakwaan yang didakwakan oleh  penuntut umum  kepada

Terdakwal.Jenanto, Terdakwa |Il. Irfan, Terdakwa Ill. Esther Tanak.SH,



Terdakwan IV. Dara Veranita.SH.MH merupakan dakwaan alternatif, yaitu:
“melanggar pasal 71 ayat (1) Jo pasal 60 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Rl No.5
Tahun 1997 Tentang Psikotropika.”

Terhadap dakwaan dari penuntut umum tersebut, Terdakwal. Jenanto,
Terdakwa Il. Irfan, Terdakwa IIl. Esther Tanak.SH, Terdakwan V. Dara
Veranita.SH.MH telah menyatakan mengerti isi dakwaan dan dalam persidangan
para Terdakwadidampingi oleh penasehat hukum. Dan para Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana
sebagaimana didakwakan kepadanya.

Pada perkara ini, Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwal.Jenanto, Terdakwa Il. Irfan, Terdakwa Ill. Esther
Tanak.SH, Terdakwan IV. Dara Veranita.SH.MH terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “secara bersekongkol atau bersepakat untuk
melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan,
menganjurkan atau mengorganisasikan sebagai permufakatan jahat untuk
memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang
tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang
kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Undang-
undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.” Sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 71 ayat (1) Jo pasal 60 ayat (1) huruf c
Undang-undang Rl No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika seperti

dakwaan Jaksa penuntut umum.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa sebagai berikut:

a. Terdakwa I. Jenanto, Pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
b. Terdakwa Il. Irfan, Pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dikurangi
selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

c. Terdakwan Ill. Esther Tanak.SH., pidana penjara selama: 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan
sementara.

d. Terdakwa IV. Dara Veranita SH.MH., pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
sementara.

3. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar denda RP. 5.000.000
(lima juta rupiah) dan subsidair masing-masing Terdakwa 3 (tiga) bulan
kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau muda
dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet Psikotropika jenis
Ekstasi dari Terdakwa I. Jaenanto dan 5 (lima) plastik klip masing-
masing berisi tablet warna hijau muda dengan jumlah seluruhnya
243 butir psikotropika jenis Ekstasi dari Terdakwa Il. Irfan masing-
masing dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 3100 warna putih milik

Terdakwa |. Jaenanto, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia



Type 1200 warna abu-abu tua milik Terdakwa II. Irfan, dirampas
untuk Negara.

1 (satu) buah handphone merk Blackbarry bold 9000 berikut
chargernya, sarung hp Blackbarry warna pink, 1 (satu) bungkus/dus
tempat Hp Blackbarry Bold 9000, dirampas untuk Negara.

1 (satu) lembar nota kwitansi pembelian Hp Blackbarry dari Plane
Cellular serta kartu pengenal atas nama Ferri Hardono, terlampir di
dalam berkas perkara.

1 (satu) untit mobil Daihatsu xenia, tahun 2006, warna biru muda
metalik No.Pol.B-1807-JM berikut STNK dan kunci kontaknya,
milik Terdakwa I11.Esther Tanak.SH.

1 (satu) buah Handphone Blackbarru 8320, serta 1 (satu) buah
Handphone merk Nokia N-82, dikembalikan pada yang berhak
pada saksi Ferri Hardono.

3 (tiga) lembar nota kwitansi pembelian Handphone dari Plane
Cellular WTC Mangga DuaJakarta Utara dari saksi Juni Wulandari
dan saksi Ferri Hardono, tetap terlampir di dalam berkas perkara.
11 (sebelas) plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau
muda dengan garis tengah dengan bertuliskan ZENITH sebanyak
1140 % (seribu seratus empat puluh setengah) tablet, bertulisan INF
sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tablet dan bertulisan SOHO, 1
(Satu) tablet dari saksi Sucipto WS (staf pidum kejari Jakarta

Utara), dirampas untuk dimusnahkan.



5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar RP.1000 (seribu) rupiah.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari:
SENIN, TANGGAL 30 NOVEMBER 2009, oleh kami : H. Eko
Supriyono,SH.MAP.MH sebagai Hakim ketua majelis, Purwanto,SH,M.Hum dan
Kamaruddin Simanjuntak,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan
tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU,
TANGGAL 2 DESEMBER 2009 olen Hakim Ketua tersebut didampingi
Purwanto,SH,M.Hum dan Kamaruddin Simanjuntak,SH, Hakim-Hakim Anggota,
dibantu Hj. Sulistianingsih,SH., Panitera pengganti, dihadiri oleh Djumadi,SH
dan A.Sirait,SH. Jaksa penuntut umum, serta para Terdakwa didampingi
penasehat hukumnya yang intinya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa masing-masing: 1. Jenanto, 2. Irfan, 3.
Esther Tanak,SH., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukantindak pidana “bersepakat dan tanpa hak
menyimpan, membawa dan menyerahkan psikotropika selain yang
ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1 sampai dengan ayat 4) Undang-undang
Rl No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.” Sebagaimana dimaksud
dalam pasal 71 ayat (1) Jo pasal 60 ayat (4) Jo pasal 62 Undang-undang
RI No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika (dakwaan pertama).

2. Memidana para Terdakwa tersebut oleh karena salahnya dengan pidana
penjara masing-masing: °

1. TerdakwalJenanto selama : 1 (satu) tahun



2. Terdakwalrfan selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. TerdakwaEsther Tanak,SH selama : 1 (satu) tahun

3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing
sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan amsing-masing selama 3 (tiga)
bulan.

4. Menetapkan bahwa masa selama para terdakwa tersebut berada dalam
tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dikurangkan
sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

5. Menyatakan bahwa Terdakwa: Dara Veranita,SH,MH., tersebut di atas
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagai mana surat dakwaan Jaksa penuntut umum.

6. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Jaksa penuntut umum.

7. Membebaskan Terdakwa tersebut uthuk membayar biaya perkara.

8. Mengembalikan harkat dan kedudukan serta martabat Terdakwa tersebut
seperti semula.

9. Memerintahkan Jaksa penuntut umum agar segera mengeluarkan
Terdakwa tersebut dari rumah tahanan negara.

10. Memerintahkan agar para Terdakwa yakni: 1. Jenanto, 2. Irfan dan 3.
Esther Tanak,SH., tetap di tahan.

11. Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

12. Membebankan biaya perkara kepada: 1. Jenanto, 2. Irfan, 3. Esther

Tanak,SH, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).*®

““Berkas Putusan Perkara Nomor:1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut.



